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menunjukkan suatu rentangan kemajuan administrasi publik mulai dari administrasi publik yang berparadigma paling tidak demokratis sampai yang paling demokratis, atau dari yang tidak memperhatikan aspek pemberdayaan masyarakat sampai ke yang benar-benar memperhatikan pemberdayaan masyarakat.


Lebih lanjut beliau mengatakan, istilah administration of public menunjukkan bagaimana pemerintah berperanan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator, yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa, yang menurut mereka penting atau baik untuk masyarakat. Diasumsikan bahwa masyarakat adalah pihak yang pasif, kurang mampu, dan harus tunduk menerima apa saja yang diatur oleh pemerintah. Selanjutnya, istilah administration for public menunjukkan suatu konteks yang lebih maju dari yang pertama di atas, yaitu pemerintah lebih berperanan dalam mengemaban misi pemberian pelayanan publik (service provider). Pada konteks ini diasumsikan bahwa pemerintah lebih responsif atau lebih tanggap terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat dan lebih mengetahui cara terbaik untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Meskipun kebutuhan publik merupakan sasaran utama kegiatan pemerintah, namun pemerintah tidak berupaya memberdayakan masyarakat.


Selanjutnya, istilah administration by public merupakan suatu konsep yang sangat berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat lebih mengutamakan kemandirian dan kemampuan masyarakat karena pemerintah memberikan kesempatan. Kegiatan pemerintah lebih mengarah kepada “empowerment” yaitu pemerintah berupaya memfasilitasi masyarakat agar mampu mengatur hidupnya tanpa harus sepenuhnya tergantung terus-menerus kepada pemerintah. Akibatnya masyarakat dapat memilikin tingkat partisipasi yang tinggi, mulai dari penentuan kebutuhan sampai pada pelaksanaan dan penilaian hasil, sementara pemerintah lebih memainkan perannya sebagai fasilitator dan dapat memfokuskan diri pada urusan-urusan kenegaraan yang bersifat strategis.


Frederckson seperti dikutip oleh Nurmandi (2001:1) membedakan berbagai perspektif dalam mendefinisikan publik , yaitu :

1) Publik sebagai kelompok kepentingan (perspektif pluralis);

2) Publik sebagai pemilih rasional (perspektif pilihan publik);

3) Publik sebagai pihak yang diwakili (perspektif perwakilan);

4) Publik sebagai pelanggan (perspektif penerima pelayanan publik);

5) Publik sebagai warga negara.

Dahulu masyarakat yang melayani negara atau pemerintah, maka sekarang pemerintah atau negara yang menjadi pelayan bagi masyarakat. Denhardt membagi paradigma administrasi negara menjadi tiga paradigma yaitu, Old Public Administration (OPA), New Public Management (NPM), dan New Public Service (NPS). Ketiga parbandingan paradigma tesebut, disajikan dalam tabel berikut ini;

Tebel 2.1 Perbandingan Perspektif: Old Public Administration (OPA), New Public Management (NPM), dan New Public Service (NPS)

	Aspek
	Old Public Administration 
	New Public Management
	New Public Service

	Dasar teoritis dan fondasi epistemologi
	Teori politik
	Teori ekonomi
	Teori demokrasi

	Konsep kepentingan publik
	Kepentingan publik secara politis dijelaskan dan diekspresikan dalam aturan hukum
	Kepentingan publik mewakili agregrasi kepentingan individu
	Kepentingan publik adalah hasil dialog berbagai nilai

	Responsivitas birokrasi publik
	Clients dan Constituent
	Customer
	Citizens

	Peran pemerintah
	Rowing
	Steering
	Serving

	akuntabililitas
	Hierarki administratif dengan jenjang yang tegas
	Bekerja sesuai dengan kehendak pasar (keinginan pelanggan)
	Multiaspek : akuntabilitas hukum, nilai-nilai, komunitas, norma politik, standar profesional

	Struktur organisasi
	Birokratik yang ditandai dengan otoritas top-down
	Desentralisasi organisasi dengan kontrol utama berada pada para agen
	Struktur kolaboratif fengan kepemilikan yang berbagi secara internal dan eksternal

	Asumsi terhadap motivasi pegawai dan administrasi
	Gaji dan keuntungan proteksi
	Semangat enterpreneur
	Pelayanan publik dengan keinginan melayani masyaraka


Sumber : Denhardt (2007:-28-29)

2.1. 2
 Konsep  Reformasi Administrasi Pelayanan Publik


Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (1994:1146) reformasi diartikan sebagai berikut: “Reformasi adalah usaha untuk mengubah atau memperbaiki keadaan (Sosial, Politik, Agama).” Sedangkan menurut Zauhar (2002:8) definisi reformasi adalah: “Reformasi merupakan suatu proses untuk mengubah proses prosedur birokrasi publik dan sikap serta tingkah laku birokrat untuk mencapai suatu efektvitas birokrasi dan tujuan pembangunan nasional.” Selanjutnya menurut Mardiasmo (2004:25), pengertian reformasi adalah: “Reformasi manajemen sektor publik terkait dengan perlunya digunakan model manajemen pemerintahan yang baru sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman.”


Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa reformasi mengandung pengertian penataan kembali bangunan masyarakat, termasuk cita-cita, lembaga-lembaga, dan saluran yang ditempuh dalam mencapai cita-cita. Sinambela (2006:61) mengungkapkan bahwa reformasi memberikan harapan terhadap pelayanan publik yang lebih adil dan merata. Menelaah reformasi administrasi publik secara konseptual perlu dibahas pengertian kata demi kata mengenai definisi reformasi administrasi. Caiden berpendapat bahwa reformasi adalah langkah-langkah pembaharuan menuju transformasi. Penggunaan kekuasaan atau pengaruh untuk menerapkan ukuran ukuran baru pada suatu sistem administrasi guna mengubah tujuan, struktur, dan prosedur bagi perbaikan kinerja atau pencapaian tujuan-tujuan publik. 

Dwiyanto (2006:137) mengungkapkan bahwa tata pemerintahan dinilai buruk jika diselenggarakan dengan menghamburkan sumber daya, gagal memenuhi kebutuhan masyarakat, tidak melibatkan stakeholders, melakukan diskriminasi atas gender etnis, dan faktor-faktor lainnya. Seperti gagal menjamin kepastian dan kesamaan hukum, dan gagal melembagakan konsesus sebagai tradisi dalam penyelesaian konflik. 

Ada beberapa tipe reformasi administrasi negara terutama di negara-negara berkembang, antara lain:

1) Reformasi sekedarnya dan lebih cenderung bersifat status quo.

2) Reformasi fundamental atau menyeluruh.

3) Reformasi yang mendapat pengaruh dominan dari luar.


Pakar-pakar administrasi negara lainnya lebih menekankan tentang makna pengembangan administrasi negara (tersirat makna reformasi di dalamnya)  menurut Ibrahim (2008:14) meliputi:

1) perubahan kelembagaan

2) perubahan sistem manajemen

3) peningkatan profesionalisme SDM

4) peningkatan kualitas pelayanan publik

5) prinsip desentralisasi (Amin 

Reformasi administrasi menurut Zauhar (2002:11), adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mengubah :

1) Struktur dan prosedur birokrasi (aspek reorganisasi atau institusional atau kelembagaan).

2) Sikap dan perilaku birokrat (aspek perilaku), guna meningkatkan efektivitas organisasi atau terciptanya administrasi yang sehat dan menjamin tercapainya pembangunan nasional.

Tiga tujuan internal reformasi administrasi menurut Sinambela (2006:14) meliputi:

1) Efisiensi administrasi, dalam arti penghematan uang yang dapat dicapai melalui penyederhanaan formulir, perubahan prosedur, penghilangan duplikasi dan kegiatan organisasi metode lain.

2) Penghapusan kelemahan atau penyakit administrasi seperti korupsi, pilih kasih dan sistem teman dalam sistem politik dan lain-lain.

3) Pengenalan dan penggalakan sistem merit, pemrosesan data melalui sistem informasi yang otomatis, peningkatan penggunaan pengetahuan ilmiah dan lain-lain.


Sedangkan Carlos P. Ramos dalam Zauhar (2002:14) menyatakan bahwa reformasi administrasi merupakan peningkatan efektifitas administrasi berkaitan erat dengan pencapaian tujuan umum pembangunan nasional, karena keberhasilan administrative reform merupakan salah satru ukuran yang dipakai oleh pemerintah negara sedang berkembang dalam mencapai tujuan pembangunan.


Dengan rumusan yang agak berbeda , Abueva dalam Zauhar (2002:14) menyebutkan dua tujuan administrative reform yaitu:

1) Manifest or declared goal (tujuan terbuka), yang termasuk dalam tujuan bersifat terbuka antara lain efisiensi, ekonomis, efektivitas, peningkatan pelayanan, struktur organisasi dan prosedur yang ramping, dan lain sebagainya.

2) Undisclosed or undeclared goal (tujuan terselubung), yang termasuk dalam tujuan terselubung adalah tujuan yang bersifat politis. 


Sedangkan tiga tujuan lain yang berkaitan dengan masyarakat menurut Dror  dalam Zauhar (2002:15) idealnya adalah:

1) Menyesuaikan sistem administrasi terhadap meningkatnya keluhan masyarakat.

2) Mengubah pembagian pekerjaan antara sistem administrasi dan sistem politik, seperti misalnya meningkatkan otonomi profesional dari sistem administrasi dan meningkatkan pengaruhnya pada suatu kebijaksanaan.
3) Mengubah hubungan antara sistem administrasi danpenduduk, misalnya melalui relokasi pusat-pusat kekuasaan (sentralisasi versus desentralisasi, demokratisasi dan lain-lain). 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan arti dari reformasi administrasi yaitu penyempurnaan kemampuan administrasi meliputi usaha-usaha untuk mengatasi masalah lingkungan, perubahann struktural, perubahan tingkah laku individu atau kelompok tujuan reformasi administrasi adalah menyempurnakan kinerja individu maupun kelompok serta dapat mencapai tujuan yang lebih ekonomis, efektif dan lebih cepat.
2.1.3  
Konsep Pelayanan Publik


Istilah pelayanan menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBI, 1994:781) dijelaskan pelayanan sebagai hal, cara, atau hasil pekerjaan melayani, sedangkan melayani adalah menyuguhi (orang) dengan makanan atau minuman. Menyediakan keperluan orang. Mengiyakan, menerima, menggunakan. 


Menurut Moenir (2006 : 16-17)  , pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktifitas orang lain yang langsung. Selanjutnya ia membagi pelayanan yang diperlukan manusia, pada dasarnya ada 2 jenis kebutuhan pelayanan yaitu: layanan fisik yang sifatnya pribadi sebagai manusia dan layanan administratif yang diberikan oleh orang lain selaku anggota organisasi.

Bila definisi tersebut diterapkan dalam konteks sebuah organisasi, Dwiyanto (2006:27) mengemukakan bahwa pelayanan adalah aktivitas organisasi dalam memenuhi kebutuhan pemohon. Boleh dikatakan yang dimaksud dengan pelayanan bukan hanya terbatas menurut definisi baku, yaitu proses pelaksanaan jasa oleh yang melayani langsung (organisasi publik) kepada yang dilayani dengan menggunakan barang atau alat. Tetapi menyediakan informasi yang membuat masyarakat sebagai penerima layanan dipermudah dan nyaman untuk menggunakan barang atau alat juga menjadi bagian dari keseluruhan pelayanan. Jadi sebuah pelayanan merupakan keseluruhan aktivitas penyedia layanan dalam rangka memuaskan penerima layanan atas produk mereka, baik yang bersifat fisik maupun yang tidak dapat diraba. 

Padanan kata yang tepat digunakan adalah ”praja” yang sebenarnya bermakna ”rakyat” sehingga lahir istilah pamong praja yang berarti pemerintah yang melayani kepentingan seluruh rakyat, seperti yang diungkapkan oleh Sinambela (2006 : 5) yang mendefinisikan publik sebagai berikut : ”Publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang merasa memiliki. Oleh karena itu, pelayanan publik diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatuproduk secara fisik.” 

Moenir  (2006 : 26-27) berpandangan bahwa pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia, sehingga yang dimaksud dengan pelayanan dalam hal ini merupakan keseluruhan tindakan melayani apa yang diperlukan orang lain. Orang lain sendiri adalah para pengguna jasa atau pemohon. Pelayanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  dalam penelitian ini adalah pelayanan kepada masyarakat atau dapat disebut pelayanan publik, jadi yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor materiel melalui prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya
.
Selanjutnya Sinambela (2006:5) mengartikan pelayanan publik sebagai pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Negara didirikan oleh publik dan tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan penerima pelayanan.  Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh warga negara. Kondisi organisasi pemerintah didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diharapkan mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi didalam masyarakat. Apabila suatu organisasi pemerintah mampu beradaptasi dengan perubahan kebutuhan masyarakat, maka organisasi tersebut akan mampu bersaing dengan organisasi swasta dalam meraih kepercayaan masyarakat dan mampu memberikan pelayanan yang bermutu. Masyarakat disini sebagai pihak yang ingin memperoleh pelayanan yang baik dan memuaskan, maka pelayanan yang didambakan oleh masyarakat menurut Dwiyanto (2006 : 41-45) harus mencakup ciriciri:
1) Adanya kemudahan dalam pengurusan kepentingan dengan pelayanan yang cepat dalam arti tanpa hambatan yang kadang kala dibuat-buat.

2) Memperoleh pelayanan secara wajar tanpa gerutu, sindiran atau untaian kata lain untuk dinas atau alasan untuk kesejahteraan.

3) Mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan terhadap kepentingan yang sama, tertib dan tanpa pandang bulu.

4) Pelayanan yang jujur dan terus terang, artinya apabila ada hambatan karena sesuatu masalah yang tidak dapat dielakkan hendaknya diberitahukan, sehingga orang tidak menunggu sesuatu yang tidak menentu.

Pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakekatnya negara dalam hal ini pemerintah (birokrat) haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
Menurut Rusman (2017:45) ada tujuh hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian pelayanan untuk diterapkan dalam lembaga pemerintah adalah :

1) Function: konerja primer yang dituntut.

2) Confirmance: kepuasan yang didasarkan pada pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan.

3) Reliability: kepercayaan terhadap jasa dalam kaitannya waktu.
4) Serviceabilitya; kemampuan untuk melakukan perbaikan apabila terjadi kekeliruan.

5) Adanya assurance yang mencangkuo pengetahuan, kemampuan, kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, risiko atau keragu-raguan.


Jenis-jenis pelayanan publik menurut Lembaga Administrasi Negara yang dimuat dalam SANKRI Buku III (2004:185) adalah:

1) Pelayanan pemerintahan adalahjenis pelayanan masyarakat yang terkait dengan tuags-tugas umum pemerintahan, seperti pelayanan KTP, SIM, pajak, perizinan, dan keimigrasian.

2) Pelayanan pembangunan adalah suatu jenis pelayanan masyarakat yang terkait dengan  penyediaan sarana dan prasarana untuk memberikan fasilitasi kepada masyarakat dalam melakukan aktivitasnya sebagai warga negara. Pelayanan ini meliputi penyediaan jalan-jalan, jembatan-jembatan, pelabuhan-pelabuihan dan lainnya.

3) Pelayanan utilitas adalah jenis pelayanan yang terkait dengan utilitas bagi masyarakat seperti penyediaan listrik air, telepon, dan transportasi lokal.

4) Pelayanan sandang, pangan dan papan adalah jenis pelayanan yang menyediakan bahan kebutuhan pokok masyarakat dan kebutuhan perumahan, seperti penyediaan beras, gula, minyak, gas, tekstil dan perumahan murah.

5) Pelayanan kemasyarakatan adalah jenis pelayanan yang dilihat dari sifat dan kepentingannya lebih ditekankan pada kegiatan-kegiatan sosial kwmasyarakatan, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, penjara, rumah yatim piatu, dan lainnya.

2.1.4 
Kualitas Pelayanan Publik


Menurut Trilestari (2004:5) pada dasarnya terdapat tiga orientasi kualitas yang seharusnya konsisten antara yang satu dengan yang lain, yaitu persepsi pelanggan, produk, dan proses. Untuk produk jasa pelayanan, ketiga orientasi tersebut dapat menyumbangkan keberhasilan organisasi ditinjau dari kepuasan pelanggan.


Norman dalam Trilestari (2004:1-2) mengatakan bahwa apabila ingin sukses memberikan kualitas pelayanan, harus memahami terlebih dahulu karakteristik tentang pelayanan sebagai berikut:

1) Pelayanan sifatnya tidak dapat diraba, pelayanan sangat berlawanan sifatnya dengan barang jadi.

2) Pelayanan itu kenyataanyya terdiri dari tindakan nyata dan merupakan pengaruh yang sifatnya adalah tindak sosial.

3) Produksi dan konsumsi dari pelayanan tidak dapat dipisahkan secara nyata, karena pada umumnya kejadian bersamaan dan terjadi di tempat yang sama.


Menurut sinambela (2006:13): kualitas adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan (meeting the needs of customers). sedangkan menurut Ibrahim (2008:22) kualitas pelayanan publik merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan dimana penilaian kualitasnya ditentukan pada saat terjadinya pemberian pelayanan publik tersebut.

             Berdasarkan Buku Penyusunan Standar Pelayanan Publik Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesi (2003:24-27) disebutkan bahwa tantangan dan kendala yang mendasar dalam pelayanan publik adalah:

1) Kontak antara pelanggan dengan penyedia pelayanan.

2) Variasi pelayanan.

3) Para petugas pelayanan.

4) Struktur organisasi.

5) Informasi.

6) Kepekaan permintaan dan penawaran.

7) Prosedur.

8) Ketidakpercayaan pubblik terhadap kualitas pelayanan.

            Menurut Lovelock dan Wright (2005:15) ada empat fungsi inti yang harus dipahami penyedia layanan jasa, yaitu:

1) Memahami persepsi masyarakat yang senantiasa berubah tentang nilai dan kualitas jasa atau produk.

2) Memahami kemampuan sumber daya dalam menyediakan pelayanan.

3) Memahami arah pengembangan lembaga pelayanan agar nilai dan kualitas yang dinginkan masyarakat terwujud.

4) Memahami fungsi lembaga pelayanan agar nilai dan kualitas jasa atau produk tercapai dan kebutuhan setiap stakeholders terpenuhi.

            Menurut Ismail (2003:2), permasalahan utama pelayanan publik pada dasarnya adalah berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan itu sendiri. Pelayanan yang berkualitas sangat tergantung pada berbagai aspek, yaitu bagaimana pola penyelenggaraannya (tata laksana), dukungan sumber daya manusia, dan kelembagaan.

          Sedarmayanti (2004:34) mengemukakan bahwa konsep layanan prima menjadi model yang diterapkan guna meningkatkan kualitas layanan publik. Pelayanan prima merupakan strategi mewujudkan budaya kualitas dalam pelayanan publik. Orientasi dan pelayanan prima adalah kepuasan masyarakat pengguna layanan. Membangun pelayanan prima harus dimulai dan mewujudkan atau meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia untuk dapat memberi pelayanan yang terbaik, mendekati atau melebihi standar pelayanan yang ada 

           Kendala tervatasbya sumber daya manusia aparatur yang berkompeten menjadi tantangan bagaimana kompetensi sumber daya manusia aparatur yang ada dapat ditingkatkan. Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pelayanan prima mengandung makna menutup kesenjangan antara persepsi pemberi layanan dan pengguna layanan akan proses dan hasil layanan. Dalam perspektif pengguna layanan meliputi, mudah dan baik. Oleh sebab itu pemerintah daerah  sebagai pemberi layanan senantiasa mengupayakan pelayanan yang terjangkau (dekat), tepat dan cepat.

           Sedarmayanti (2004:25) menegaskan, bahwa hakekat dari pelayanan publik adalah:

1) Meningkatkan mutu dan produktifitas  pelaksanaan tugas dan fungsin  instansi pemerintah di bidang pelayanan umum.

2) Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tatalaksana pelayanan, sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna.

3) Mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

            Pelayanan publik itu hasil dari proses politik yang ditindaklanjuti oleh birokrasi pemerintah. Layanan publik memiliki karakteristik yang berbeda dari kebijakan lainnya. Fokus utama transaksi dalam layanan publik adalah terkaitnya barang dan atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat pengguna. Hal yang khas dalam layanan publik adalah barang dan atau jasa yang diserahkan selalu bersifat milik umum yang biaya produksinya sering kali kurang atau bahkan tidak efisien secara finansial, bahkan barang dan atau jasa yang ditransaksikan sukar ditukar. Oleh sebab itu, keuntungan dan kerugian dari layanan publik pada umumnya diukur dalam dimensi sosial, ekonomi, politik, bahkan kultural 

Berdasarkan organisasi yang menyelenggarakannya, pelayanan publik dapat dibedakan menjadi dua menurut Sinambela (2006:55), yaitu :

1) Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh organisasi privat, adalah semua penyediaan barang atau jasa publik yang diselenggarakan oleh swasta, seperti rumah sakit swasta, Perguruan Tinggi Swasta(PTS), perusahaan pengangkutan milik swasta.

2) Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh organisasi publik. Yang dapat dibedakan lagi menjadi: yang bersifat primer adalah semua penyediaan barang atau jasa publik yang diselenggarakan oleh pemerintah yang di dalamnya pemerintah merupakan satu-satunya penyelenggara dan pengguna atau klien mau tidak mau harus memanfaatkannya. Misalnya adalah pelayanan di kantor imigrasi, pelayanan penjara dan pelayanan perizinan. Selain itu, ada pelayanan yang bersifat sekunder adalah segala bentuk penyediaan barang atau jasa publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi yang di dalamnya pengguna atau klien tidak harus mempergunakannyankarena adanya beberapa penyelenggara pelayanan.

Ada lima karakteristik yang dapat dipakai untuk membedakan ketiga jenis penyelenggaraan pelayanan publik tersebut, yaitu:

1) Adaptabilitas layanan. Ini berarti derajat perubahan layanan sesuai dengan tuntutan perubahan yang diminta oleh pengguna.

2) Posisi tawar pengguna atau klien. Semakin tinggi posisi tawar pengguna atau klien, maka akan semakin tinggi pula peluang pengguna untuk meminta pelayanan yang lebih baik.

3) Type pasar. Karakteristik ini menggambarkan jumlah penyelenggara pelayanan yang ada, dan hubungannya dengan pengguna atau klien.

4) Locus kontrol. Karakteristik ini menjelaskan siapa yang memegang konrol atas transaksi, apakah pengguna ataukah penyelenggara pelayanan.

5) Sifat pelayanan. Hal ini menunjukkan kepentingan pengguna atau penyelenggara pelayanan yang lebih dominan.

2.1.5     Birokrasi dalam Pelayanan Publik

             Kondisi objektif dari iklim kerja aparatur selama ini masih dipengaruhi oleh teori atau model birokrasi klasik yang diperkenalkan oleh Taylor dalam Buku Reformasi Pelayanan Publik Sinambela (2017:35) yaitu: struktur, hierarki, otoritas, dikotomi kebijakan administrasi rantai pemerintah, dan sentralisasi. Teori birokrasi tersebut menimbulkan berbagai implikasi negatif yang sangat terkait dengan gejala-gejala sebagai berikut:

1) Inmobilism-Inability to function, adalah kenyataan yang terkait dengan adanya hambatan dan ketidakmampuan menjalankan fungsi secara efektif.

2) Tokenisme yaitu kecenderungan sikap administrator yang menyatakan mendukung suatu kebijaksanaan dari atas secara terbuka tetapi sebenarnya hanya melakukan sedikit sekali partisipasi dalam pelaksanaannya. Partisipasi yang sangat kecil tersebut dapat pula berbentuk procrastination, yaitu bentuk partisipasi dengan penurunan mutu atau kualitas pelayanan.

3) Koordinasi . Meskipun semua orang menyatakan mendukung, namun dalam praktiknya tidak mudah untuk melaksanakannya, akibatnya adalah timbul kelebihan dan kekurangan.

4) Kebocoran dalam kewenangan, yaitu kebijaksanaan pimpinan ditafsirkan dan diteruskan oleh pembantu pimpinan secara berlainan dalam arus perintah pada bawahan sesuai dengan pertimbangannya sendiri.

5) Gejala resistance, baik secara terang-terangan maupun secara tersembunyi oleh aparat dalam menjalankan tugas-tugas kedinasan.

            Sinambela (2017:36) mengemukakan salah satu kunci utama dari pengelolaan kebijakan yang berkualitas  adalah tingginya intensitas partisipasi publik, Sebab kesahihan kebijakan publik apapun dari pemerintahan terletak disana.

            Menurut Rusman (2017:37), tujuan utama dari partisipasi adalah mempertemukan seluruh kepentingan yang sama dan yang berbeda dalam suatu proses perumusan dan penetapan kebijakan secara proporsional untuk semua pihak yang terlibat dan terpengaruh oleh kebijakan yang akan ditetapkan didalamnya. 

             Friedmann dalam Buku Reformasi Pelayanan Publik (Sinambela:2017:38) mengungkapkan bahwa perencanaan perumusan dan pembuatan kebijakan publik dengan pendekatan partisipatif sangat strategis, karena menjadi esensi mendasar dalam merangkum dan mengartikulasikan aspirasi publik sebagai motor penggeral utama dalam setiap proses penentuan kebijakan. Pendekatan partisifatif merupakan suatu proses politik untuk memperoleh kesepakatan bersama melalui aktivitas negosiasi atau urun rembuk antar seluruh pelaku pembangunan.

            Berdasarkan penjelasan diatas , Dwiyanto (2006:38) merumuskan beberapa kriteria yang perlu dipenuhi dalam mengaplikasikan pendekatan partisipatif dalam setiap perencanaan pembangunan. Kriteria-kriteria yang dimaksud adalah:

1) Perlibatan seluruh stakholders untuk setiap arena perumuasan dan penetapan kebijakan.

2) Penguatan institus-institusi masyarakat yang legimate untuk menyuarakan seluruh aspirasi yang berkembang.

3) Penciptaan proses-proses politik yang negosiatif untuk menentukan prioritas atas collective agreement.

4) Mendorong pemberdayaan masyarakat melalui pembelajaran kolektif sebagai bagian dari proses demokrasi.

           Produk kebijakan yang baik juga harus didukung kemampuan birokrasi yang memadai pada tingkat implementasi. Untuk itu, Thoha (2008:45) mengemukkan bahwa pendayahgunaan birokrasi yang perlu dilakukan adalah melalui :

1) Pengembangan efficiency standard measurements, tolak ukur, standar unit dan standard cost perlu ditingkatkan untuk meminimalisasi unsur-unsur biaya yang tidak profesional.

2) Perbaikan prosedur dan tata kerja rasional organisas yang lebih efisien dan efektif dalam manajemen operasional yang proaktif.

3) Mengembangkan dan menetapkan mekanisme   koordinasi yang lebih efektif.

4) Mengendalikan dan menyederhanakan birokrasi dengan management by exception dan minimize body contact dalam pelayanan jasa. Pengendalian, penyederhanaan perizinan, dan pengaturan yang perlun mendapat perhatian adalah mengenai  investasi, kegiatan usaha pengelolaan tanah dan bagunan,serta kelancaran lalu lintas barang. 

2.1.6
Gerakan Reformasi Pelayanan Publik


Dwiyanto (2006:139) mengungkapkan ,gerakan reformasi pelayanan publik muncul dalam kemasan paradigma ‘Reinventing Government’ yang berakar pada tradisi dan perspektif NPM yang merupakan kristalisasi dari praktek administrasi publik di Amerika Serikat. Pada dekade ini dikenal istilah “steer, not row”. Paradigama NPM menempatkan warga masyarakat sebagai customers, di mana dalam konteks ini kualitas pelayanan publik sangat ditentukan oleh kemampuan ekonomi customers. Pada era ini konsep mewirausahakan birokrasi yang dipicu oleh pemikiran Gaebler & Osborne, dan Plastrik & Osborne mewarnai pelayanan publik di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, di mana mereka menginspirasikan bahwa administrasi harus beroperasional layaknya organisasi bisnis yang efektif, efisien, dan stakeholder yang harus dilayani sebaik-baiknya. 

Reiventing Government dengan 10 prisipnya, sebagaimana diuraikan Osborne dan Gaebler (1998:22):

1) Pemerintahan katalis, dalam arti menyetir ketimbang mendayung;

2) Pemerintahan milik masyarakat, dalam arti memberdayakan ketimbang melayani;

3) Pemerintahan yang kompetitif, dalam arti menyuntikkan kompetisi dalam pemberian layanan;

4) Pemerintahan yang digerakkan oleh misi, menggantikan pemerintahan yang digerakkan oleh peraturan;

5) Pemerintahan yang berorientasi pada hasil, mendanai hasil, bukan masukan (input);

6) Pemerintahan yang digerakkan oleh konsumen, memenuhi kebutuhan konsumen, bukan birokrat;

7) Pemerintahan wirausaha, menghasilkan ketimbang membelanjakan;

8) Pemerintahan antisipatif, mencegah ketimbang mengobati;

9) Pemerintahan yang desentralis, dari hirarki ke partisipasi kerja tim (team work);
10) Pemerintahan yang berorientasi pasar, melakukan perubahan melalui pasar.

Paradigma terkini New Public Service (NPS) muncul di tahun 2003 yang dikemukakan oleh Denhardt di mana menyarankan untuk meninggalkan paradigma OPA dan NPM dan beralih ke paradigma NPS. Prinsip NPS menempatkan warga masyarakat sebagai citizens yang memiliki hak-haknya untuk mendapatkan pelayanan publik yang memadai dari negara. Konteks birokrasi publik dituntut untuk mengubah paradigma government ke governance. Paradigma NPS menurut Denhardt dalam Keban (2004:35) dijabarkan sebagai berikut:
1) Melayani warga, bukan pelanggan (serve citizen, not customers) Kepentingan publik bukan agregasi kepentingan individu, tetapi dialog tentang nilai bersama; bukan hanya memenuhi permintaan konsumen, tetapi membangun kepercayaan dan kolaborasi dengan warga negara.
2) Memenuhi kebutuhan publik (seek the public interest) Administrator harus membangun pemahaman bersama tentang kepentingan publik, menciptakan tanggungjawab dan kepentingan bersama.
3) Nilai kewarganegaraan melebihi kewirausahaan (value citizenship over entrepreneurship) Kepentingan publik lebih baik dikembangkan oleh pelayan publik dan warga negara yang mempunyai komitmen bersama untuk membangun masyarakat yang lebih baik, ketimbang oleh manajer wirausaha yang berbuat jika uang publik ada padanya.
4) Berpikir secara strategis, berbuat secara demokratis (think strategically, act democratically) Kebijakan dan program untuk memenuhi kebutuhan publik dapat dicapai melalui usaha kolektif dan proses kolaboratif.
5) Memahami bahwa akuntabilitas tidak sederhana (recognize that accountability is not simple) Pelayan publik harus memperhatikan lebih dari sekedar pasar, harus juga hukum dan konstitusi, nilai-nilai masyarakat, norma-norma politik, standar profesional, dan kepentingan warga.
6) Melayani ketimbang menyetir (serve rather than steer) Membantu warga dalam mengartikulasikan kepentingan bersama, bukan mengendalikan dan mendikte warga.
7) Menilai manusia, bukan hanya produktivitas (value people, not just productivity) Organisasi publik dan jaringan di mana mereka berpartisipasi akan lebih berhasil dalam jangka panjang jika dikembangkan melalui proses kolaborasi dan kepemimpinan bersama (shared lesdership) yang didasarkan pada penghormatan kepada seluruh rakyat.


Perkembangan paradigma di atas dalam implementasinya merubah orientasinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai warga negara yang harus dilayani sebaik-baiknya. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan paradigma New Public Service bahwa dilayani adalah warga negara.


Darwin (2004: 17) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa hal penting yang memungkinkan diadakan reformasi pelayanan publik. Hal tersebut adalah:

1) Ketika kinerja organisasi pelayanan publik dinilai rendah.

2) Ketika terdapat perubahan tuntutan publik (local, nasional, regional, global).

3) Ketika terjadi perubahan kepemimpinan organisasi.

4) Ketika perubahan sistem pemerintahan nasional.


Reformasi pelayanan publik diharapkan bisa meningkatkan kinerja organisasi publik dan memenuhi tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang pasti, mudah, dan akuntabel. Tujuan reformasi pelayanan publik pada dasarnya adalah meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dalam mewujudkan terciptanya pelayanan yang lebih efektif, lebih efisien, serta adanya peningkatan kualitas pelayanan karena mereka menilai kinerja pemerintah yang rendah dan perlu dilakukan perbaikan. Pelayanan publik yang mempengaruhi banyak aspek harus mendapatkan perhatian karena baik buruk suatu penyelenggaraan pemerintahan di daerah ditunjukkan oleh bagaimana pelayanaan publik di daerah tersebut.
2.1. 7
 Peran Strategis Pelayanan Publik


Pertanyaan yang paling mendasar dalam hal ini adalah mengapa reformasi pelayanan publik menjadi titik strategis untuk membangun praktik good governance?. United Nation Development Program (UNDP), mengartikan good governance adalah Tata pemerintahan yang baik. Sedangkan Lembaga Administrasi Negara (LAN), menerjemahkan pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab dan yang lainnya ditafsirkan dalam arti yang sempit adalah pemerintahan yang bersih. 


Konsep governance menurut Efendi (2007:45) pada intinya adalah terkandung unsur: demokrasi, adil, transparan, penegakan hukum, partisipatif dan kemitraan. Dimana unsur tersebut hampir sama dengan pelayanan publik. Pada dasarnya semua alasan tersebut di atas dalam melaksanakan good governance perlu melakukan reformasi dalam segala bidang termasuk pelayanan publik. 

Menurut Hughes (1994) yang dikutip oleh Widaningrum (2009:34), reformasi pelayanan publik adalah dalam rangka:
1) Merealisasikan pendekatan baru untuk menjalankan pelayanan publik yang lebih baik ke arah manajerial daripada sekedar administratif belaka;
2)  Sebagai respon terhadap skala penanganan dan cakupan tugas pemerintahan;

3) Perubahan dalam teori dan masalah ekonomi; 
4) Perubahan peran sektor swasta dalam penyelenggaraan pelayanan publik.


Keempat alasan tersebut sebenarnya konsisten dengan dua permasalahan penting dalam administrasi publik yang berorientasi governance, yakni permasalahan birokrasi dan demokasi. Reformasi pelayanan publik menjadi sangat penting dan dominan, karena pada domain itulah ujung dari segala permasalahan yang dirasakan oleh publik. Fungsi pemerintah yang utama adalah pelayanan bagi warganya dan dalam rangka menuju good governance. Oleh sebab itu pelayanan publik perlu diatur dengan baik dan benar.


Keberhasilan dalam mewujudkan praktik pelayanan publik dan good governance mampu membangkitkan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah. Tetapisebaliknya kegagalan mewujudkan pelayanan publik yang prima dan good governance akan menumbuhkan pesimistis, apatis dan bad government. Semakin meluasnya pesimis dan apatis akan sangat membahayakan demokrasi dan keberlangsungan suatu pemerintahan negara dan kesinambungan bangsa. Pelaksanaan  pelayanan publik sebagai pintu masuk dalam membangun good governance, maka toleransi dan pemberdayaan masyarakat akan lebih mudah dan semangat perubahan yang terus menerus akan mampu menyinari perjalanan bangsa yang merdeka dan berdaulat, seperti tersurat dalam mukodimah Undang Undang Dasar 1945 dan dalam tujuan negara Indonesia .


Salah satu makna penting dari governance yang membedakan dengan government adalah keterlibatan aktor-aktor di luar pemerintahan dan negara dalam merespon masalah publik dalam negeri maupun luar negeri, termasuk masyakarat sipil atau militer, pengusaha dan aktor lainnya. Keterlibatan unsur masyarakat dan mekanisme pasar seringkali juga tak dapat dihindarkan. Dalam hal ini suatu keuntungan yang menjadikan tugas, fungsi dan peran pemerintah akan menjadi ringan, apabila aktor di luar pemerintah ikut berperan secara aktif, transparan dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan reposisi terhadap tiga aktor dalam membangun good governance agar lebih efesien, non diskriminatif dan berkeadilan serta berdaya tanggap tinggi. 

Kompleksitas pelayanan publik dan good governance utamanya dalam tolok ukur indikator dan keberhasilan yang sering kali membuat perdebatan yang tidak kunjung selesai sampai saat ini, sehingga seringkali kehilangan arah dalam mencapai sasaran dan tujuannya.  Pelayanan publik sebagai pintu masuk untuk mendukung good governance akan relatif lebih mudah di kembangkan, sehingga pelayanan publik menjadi efesien, efektif, non diskriminatif, berdaya tanggap tinggi dan memiliki akuntabilitas yang tinggi serta dapat mudah diukur keberhasilan dan cara mengevaluasinya oleh semua pihak yang terkait (stakeholders).
2.1.8  
Manajemen Reformasi Pelayanan Publik


Penyelenggaraan pelayanan publik yang mencirikan praktek good governance diperlukan manajemen yang reformis. Bad governance yang selama ini terjadi dalam birokrasi publik, merupakan warisan zaman kolonial dan hasil dari suatu proses interaksi yang rumit dari akumulasi masalah yang melekat dalam kehidupan birokrasi publik. Pola pikir yang selama ini telah mengispirasi perilaku birokrasi publik perlu dirubah atau diperbaiki, agar menghasilkan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat sesuai tuntutan dan harapannya. 

Perubahan pola pikir dan budaya kerja organisasi menjadi prasayarat utama, kalau kita ingin mewujudkan perilaku birokrat kita melahirkan sosok aparatur yang profesional, kompeten, tanggap dan bertanggung jawab. Tidak seperti sekarang ini birokrat bukan sebagai pelayan masyarakat, tetapi justru masyarakat yang diminta melayani birokrat. Kegagalan masa lalu hendaknya sebagai pelajaran yang berharga untuk memperbaiki keadaan saat ini dan masa depan, karena misi pada zaman koloniah birokrat adalah sama dengan amteenar, yaitu bagaimana melanggengkan kekuasan kolonial, tetapi sekarang harapannya adalah bagaimana dapat melayani masyarakat dengan prima, baik dan benar. Pengembangan budaya baru pelayanan dan budaya organisasi kepada masyarakat harus sesuai visi dan misi negara, daerah dan instansi. 

Menurut Efendi (2007:33), terdapat lima faktor penting untuk mensukseskan perubahan budaya organisasi, meliputi :

1) Nilai nilai yang mendukung pencapaian visi yang telah ditetapkan.

2) Motivasi yang mampu memobilisasi dukungan untuk perubahan.

3) Ide dan strategi yang tepat untuk menciptakan lingkungan yang mampu menyuburkan kebersamaan dalam perumusan ide dan strategi untuk mendorong perubahan.

4) Tujuan yang jelas serta selalu dikomunikasikan kepada para anggota organisasi.

5) Etika kinerja yang ditumbuhkan dengan sistem remunerasi dan penghargaan yang cepat dan tepat. Selain itu nilai dan tradisi harus dirubah dan diperbaiki, mulai sejak dari proses latihan prajabatan, pendidikan dan pelatihan jabatan, pengembangan budaya kondusif, produktif, antisipatif, kalaboratif dan partisipatif ditempat kerja harus ditumbuh kembangkan secara berkesinambungan. 

Adapun tujuan reformasi birokrasi menurut Hamengkubuwono X (200624) dapat melalui program Integrated civil service reform yang merupakan reformasi pelayanan masyarakat yang memprioritaskan pada penataan kelembagaan dan tata laksana, penataan aparatur birokrasi, keuangan dan pengawasan serta budaya organisasi yaitu :

1) Membentuk dan mencapai kesepakatan pemikiran mengenai hal yang berkaitan dengan perencanaan, koordinasi, pelayanan masyarakat, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan dan membangun nilai nilai organisasi

2) Menyempurnakan tata laksana yang bersifat intern maupun antar lembaga yang ada

3) Membentuk sistem pendayagunaan sumberdaya manusia yang efektif

4) Mewujudkan sumberdaya aparatur yang kompeten, profesional dan sejahtera

5) Membuat sistem penilaian asset dan sistem keuangan berbasis kinerja

6) Membuat sistem pengawasan yang efektif, transparan dan akuntabel

7) Mengembangkan budaya organisasi yang ramah, maka diperlukan kebijakan dan rule of the game birokrasi yang kondusif bagi para pelaku.

Membangun budaya birokrasi pemerintah seperti tersebut di atas, banyak cara yang dapat ditempuh. Apakah mencontoh negara negara lain yang telah maju atau daerah lain yang telah berhasil melaksanakan pelayanan publik secara prima, baik dan benar atau dengan cara lain yang lebih elegan dan jitu. Cara mempercepat pembentukan budaya dan pelayanan publik kepada masyarakat, terlebih dahulu harus di awali dengan perbaikan mental dan kesejahteraan aparatur, melengkapi prasarana dan sarana dan menampilkan kepemimpinan yang dapat dijadikan panutan dan teladan, perbaikan prosedur dan perampingan organisasi serta menggunakan teknologi informasi mutlak diperlukan, utamanya dalam menghadapi globalisasi, dengan pemberian pendelegasian wewenang dan tanggung jawab pada level pejabat yang paling bawah sekalipun. Apabila fesiensi dan efektifitas serta transparansi dapat ditegakkan, pelayanan prima dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. 


Mengkritisi dan meninjau kembali struktur pemerintahan yang ada sekarang ini pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah adalah pilihan yang sudah tepat, hanya perangkat lainnya yang harus menyesuaikan dengan political will tersebut berupa penjabaran visi dan misi yang tepat dan dapat dipertanggung jawabkan. Setelah misi dibuat, maka review terhadap fungsi dan aktifitas serta strategi yang jitu mutlak menjadi prasyarat utama. Fungsi dan misi yang kabur harus ditinggalkan, sedangkan visi dan misi yang yang menjadi unggulan harus ditingkatkan, utamanya yang mempunyai konstribusi dan daya ungkit besar pada kesejahtaraan rakyat. Setelah itu dengan melakukan performance review secara periodik, maka relevansi dan efesiensi struktur birokrasi akan lebih mudah, cepat dan tepat, sehingga dapat lebih fokus melayani masyarakat.
2.2       Kerangka Pemikiran


Pemerintah memilki kewenangan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. pelayanan publik pada hakekatnya adalah pemberian pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan haknya yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Oleh karena itu perubahan mindset harus dilakukan dari yang dilayani masyarakat menjadi melayani masyarakat dan pelayanan yang memfokuskan pada kepuasan pelanggan. 


Dilakukannya reformasi administrasi pelayanan publik dalam perkembangannya mempengaruhi sistem penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia dengan konsep pelayanan terpadu yang mengarah pada penyederhanaan struktur dengan maksud untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus perizinan. Prosedur yang rumit dan tidak adanya kepastian pelayanan bukanlah hal yang diharapkan masyarakat dalam mengurus perizinan. Mereka menginginkan pelayanan yang mudah, jelas, cepat dan transparan. Selain hal tersebut sumber daya manusia merupakan faktor yang penting sebagai pelaksana pelayanan terutama dalam pemberian perizinan. Penempatan pegawai diharapkan sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat lebih profesional dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Pembagian kerja juga dibutuhkan agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan. Sebagai petugas juga harus menyampaikan segala informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat secara jelas dan transparan sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam memberikan pelayanan.


 Dalam peningkatan kualitas pelayanan DPMPTSP menerapkan standar pelayanan sebagai jaminan kepastian bagi penerima pelayanan. Standar penyelenggaraan pelayanan meliputi prosedur pelayanan, waktu pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana prasaran dan kompetensi pegawai DPMPTSP. Dengan pemberian pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan tersebut diharapkan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang mudah, cepat, dan transparan dapat terwujud. Selain standar pelayanan tersebut pengembangan kultur pelayanan berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Pengembangan kultur diarahkan pada mind-set melayani publik atau masyarakat dengan sebaik-baiknya. Kultur pelayanan merupakan nilai yang berlaku dan dilakukan oleh pegawai DPMPTSP kesehariannya dalam memberikan pelayanan maupun dalam kegiatan operasional. Pelayanan yang diberikan belum tentu memberikan kepuasan terhadap semua pengguna layanan atau masyarakat. guna memperbaiki pelayanan dapat dilakukan melalui mekanisme “voice” yang merupakan media pengaduan masyarakat dalam memberikan kritik, masukan atau saran kepada para petugas pemberian pelayanan terkait pelayanan yang diberikan. 
Pengaduan oleh masyarakat dapat menjadi dorongan bagi para pemberi layanan untuk lebih meningkatkan atau memperbaiki kualitas pelayanan yang mereka berikan. Mekanisme “voice” merupakan partisipasi secara langsung yang dilakukan oleh masyarakat dalam peningkatan pelayanan yang lebih bermutu dan berkualitas. Pelaksanaan pelayanan perizinan dengan sistem One Stop Service di Kota Bandung  diharapkan dapat memberikan pelayanan yang sesuain dengan visi DPMPTSP yaitu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, transparan dan pasti. Untuk lebih jelasnya kerangka berpikir pelaksanaan reformasi pelayanan publik di DPMPTSP Kota Bandung dapat dilihat pada skema di bawah ini:
Gambar 2.1

Kerangka Berpikir






2.3 
Proposisi
Peneliti merumuskan proposisi sebagai berikut :

Pelayanan publik dapat mengalami peningkatan apabila dilakukan reformasi pelayanan publik berdasarkan aspek-aspek reformasi pelayanan publik dan indikator reformasi pelayanan publik yaitu : Sistem pelayanan meliputi prosedur, waktu, biaya, produk, darana dan prasarana; Kultur pelayanan yang berkembang meliputi sumber daya manusia dan sistem; dan Mekanisme pelayanan “voice” yang terbuka meliputi pengaduan dan aspirasi masyarakat.

a. Sistem Pelayanan


• Prosedur


• Waktu


• Biaya


• Produk


• Sarana dan


prasarana


• Kompetensi pegawai
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b. Kultur Pelayanan yang berkembang


Sistem


SDM











c. Mekanisme “voice”


Pelayanan yang mudah meliputi pengaduan dan aspirasi  masyarakat


cepat, dan transparan














